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ABSTRAK

103BH @

Aparatu Sipil Negara (ASN) harus bersifat netral dalam bersikap dan
b@tlngkah laku yang ada hubungannya dengan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden. Siapapun yang menang harus didukung, dan yang kalah harus berjiwa
besar menerima kekalahannya, dan ikut mendukung pihak yang menang demi
uRtuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Pegawai Aparatur Sipil Negara
setaku abdi negara dan abdi masyarakat harus benar-benar dapat menempatkan
di# sebagai orang yang netral dalam pemilihan tersebut.

=z Namun pegawa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat menjaga
nelyalitas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut, banyak di
aftara Aparatur Sipil Negara yang secara nyata mendukung salah satu calon,
deagan cara mengkuti kampanye, menjadi tim sukses, menyebarkan brosur,
b&feho dan sebagainya. Di samping itu juga ada yang menjadi tim sukses, yang
setara langsung ikut mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden,
yahg sebenarnya sudah melanggar ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-
ﬁdang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dari uraian tersebut, maka permasal ahan yang dibahas dalam penelitian ini
adalah bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, serta bagaimana akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum.

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum
normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan netralitas
pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum Ha ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif
b&erta dengan asas-asasnya Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan
péhgetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk
diferapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini
bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang
menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan
yahg diteliti.

= Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa netralitas Aparatur Sipil
N@gara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan dalam asas
mengenai pemilihan umum antara lain adalah bebas dan rahasia, bahwa setiap
wa’ga negara yang telah memenuhi syarat dapat menentukan hak pilihnya secara
bebas dan rahasia tanpa tekanan dari pihak manapun. Wujud dari asas bebas dan
rdfasia tersebut diimplementasikan melaui netralitas pegawai ASN dalam
meénentukan hak pilihnya. Pegawai ASN tidak dibenarkan mendukung salah satu
o&?)n secara terbuka dan terang-terangan, karena sudah dapat dianggap
r’rﬁlakukan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang
tertang ASN.

Nery wisey
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Akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat
alitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan
epada pegawai ASN yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan

g-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, antara lain

Undan
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bérsangkutan dapat diproses melalui Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, serta

umang-undang tentang ASN sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kepada yang
dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

pebanggaran terhadap undang-undang pemilu, melakukan pelangaran terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

JJaguins ueingaAusw uep ueywniuesusw eduey U siny eAley ynines nele uelbeqges dinbuaw Bueleq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH
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Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan

lw ejdio yeH 6

raj_amat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan
Sgi psi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan
u%)mat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan
s%enap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang
dgdhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan
Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbaga pihak, baik
secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya
penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya
k@ﬁada:

%1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih

untuk semuanya.

N

Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag
beserta jgjarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
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BAB |

PENDAHULUAN

=l atar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara hukum senantiasa menjunjung tinggi asas

NIN H'iw ejdio yeH @

demokrasi, dimana suara dan kehendak rakyat harus diperhatikan, demi untuk
t%eiptmya keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaan roda kenegaraan.
H% ini ditandai dengan dilaksanakannya pesta demokrasi yang disebut dengan
Pémilihan Umum. Pemilu merupakan implementas dari konsep kedaulatan rakyat
yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya bahwa kekuasaan
yang tertinggi itu sebenarnya berada di tangan rakyat, segala sesuatunya berasal
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Adapun pesta demokrasi yang dilakukan melalui bentuk pemilu tersebut
telah dimulai sgak Tahun 1955, yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama
p%)a bulan September 1955 untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan tahap

k@ua pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota K onstituante.*
=¥}

E- Dari sinilah gambarannya bahwa arti penting dari pelaksanaan kedaulatan
regyat itu tercermin dalam bentuk pemilu yang dilaksanakan berdasarkan asas
Iaﬁggwng,umum, bebas, rahasia, serta ditambah dengan jujur dan adil. Hal ini
dﬁgkukan sebagal implementasi dari suatu negara yang memegang teguh konsep
demokrasi,

"Moh. Kusnardi dan Harmaily lbrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
nesia,(Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Ul, 1993), h. 343

neny m;seg JjuieAg ue}j
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©

g Melihat dari pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia, maka sistem

=
pemilu yang dipilih adalah sistem proporsional. Sebagai alternatif dari sistem
©

pﬁporsional adalah sistem distrik, namun sgjak dulu hingga kini sistem distrik

3
masih merupakan perdebatan, baik di parlemen maupun di luar parlemen.
N

C Daam tataran ideal, pemilu diadakan dalam rangka menciptakan

=z
pemerintahan yang representatif. Pemilu yang demokratis dapat diidentifikasi
| o=

dinagan melihat tingkat persaingan antarpartai dalam suatu pemilihan umum. Dan
s%!aliknya, bila partai dalam pemilu kehilangan ciri kompetitifnya, maka ia pun
mcenjadi ritual politik semu, sebuah manipulasi untuk mencari legitimasi semata.”

Apabila kita akan melaksanakan kebijakan politik secara baik, maka
kebijakan yang dilakukan harus selalu mengarah kepada pemikiran tentang
bagaimana demokrasi yang betul, jujur, adil dan sebagainya. Namun yang terjadi
di Indonesia sebenarnya ada dua fenomena. Pertama, irasional. Karena banyak
wacana politik, ketika mencapai tujuan tertentu, menghalalkan semua cara
K§jua, politik di Indonesia sudah terkait dengan penggunaan kekuasaan, antara
Iafgz ketika terjadi mobilisasi untuk mencapai tujuan, maka yang digunakan adalah
k%uasaan. Maksudnya adalah ketika kekuasaan ada di tangan, kita lupa ciri khas
ngsyarakat Indonesia yang majemuk. Maemuk di sini berarti bahwa kita butuh

(1]
t@ransi, tidak mungkin politik di Indonesia dibuat seragam, tidak bisa dibuat

sgnacam penyatuan, dan tidak bisa dibuat menangnya sendiri.>

Ag uejng

’M. Dawam Rahardjo, Sstem Pemilu, Demokratisass dan Pembangunan, (Jakarta:
ndo, 1996), h. 31
*Mudji Sutrisno, Demokrasi Semudah Ucapankah?, (Y ogyakarta: Kanisius, 2000), h. 15

Ci
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Dari beberapa gambaran tentang persoalan yang telah terjadi di Indonesia,

1BH @

maka yang perlu diperbaiki adalah proses atau pelaksanaannya di lapangan,
©

sistem pemilu apapun yang dipaka sebenarnyatelah sesuai dengan prinsip negara
3

hakum. Berbagai sistem pemilu yang ada sebenarnya merupakan upaya
N

irfplementasi yang tepat atas prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Baik
=z

sigeem mayoritas dan sistem distrik maupun sistem proporsional adalah sesuai
| o=

dinagan prinsip negara hukum. Artinya sistem yang mana pun yang akan
d%’érapkan oleh suatu negara hukum tetaplah balk sgauh pilihan atas sistem
tersebut telah dilakukan menurut prosedur dan oleh lembaga yang benar.*

Ungkapan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa yang harus
diperbaiki untuk pemilu yang akan datang adalah mekanisme yang harus
dijalankan dalam pelaksanaan pemilu, sedangkan sistemnya menurut penulis
dapat saja mempertahankan sistem yang telah ada.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
N

Péf:nilihan Umum disebutkan bahwa, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut

(g}

Pamilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
V]

Pg"wakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

=

Pg&siden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

<
)

diS‘;g\kaanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

-~

sl
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

7))
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

“Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media,
), h. 227

=
nery m;seg juleAg ue



NVIE VASNS NIN

‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

!
=

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

DU

JJaguins ueingaAusw uep ueywniuesusw eduey U siny eAley ynines nele uelbeqges dinbuaw Bueleq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa, Daam penyelenggaraan Pemilu,

1BH @

Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas
%agai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi
pl?_-nsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,
p@fesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

z Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa, Pengaturan penyelenggaraan
Pemilu bertujuan untuk:
a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis,
b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikass mewujudkan

Pemilu yang efektif dan efisien.

Dari  beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, Pemilu
dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Tegmasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saat ini dipilih secara langsung
ol%h rakyat tidak lagi oleh MPR. Dari asas ini maka netralitas Aratur Sipil Negara
dg'am Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sangat penting untuk dijaga

=
dan diterapkan, pegawai Aparatur Sipil Negara tidak dibenarkan mendukung

=
s%ara terang-terangan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
(1]
H§I§ pilih hanya dapat diberikan pada saat pemungutan suata di Tempat
<
Pemungutan Suara (TPS), secaralangsung, umum, bebas, dan rahasia.

Selaku Aparatu Sipil Negara (ASN) harus bersifat netral dalam bersikap

L L)

dan bertingkah laku yang ada hubungannya dengan pemilihan Presiden dan Wakil
9}
Psn:esiden. Siapapun yang menang harus didukung, dan yang kalah harus berjiwa

Lo oY
besar menerima kekalahannya, dan ikut mendukung pihak yang menang demi

nery wise
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©
uﬁJFuk kemagjuan bangsa dan negara ke depan. Pegawai Aparatur Sipil Negara
-~
setaku abdi negara dan abdi masyarakat harus benar-benar dapat menempatkan
©
digy sebagai orang yang netral dalam pemilihan tersebut.

Demikian juga halnya, bahwa Aparatur Sipil Negara harus loya atau

bgsi kap loyalitas, artinya sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan
d% kepatuhan yang teguh dan konsisten kepada seseorang atau atasan atau
kg;f_)ada institusi. Dalam hal ini seorang ASN harus harus patuh dan taat kepada
ar%an yang berlaku dan mengikuti perintah atasan sesuai dengan peraturan
péﬁndang-undangan, termasuk harus netral dalam pemilihan umum.

Namun saat ini pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat menjaga
netralitas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut, banyak di
antara Aparatur Sipil Negara yang secara nyata mendukung salah satu calon,
dengan cara mengkuti kampanye, menjadi tim sukses, menyebarkan brosur,
baleho dan sebagainya. Di samping itu juga ada yang menjadi tim sukses, yang
segara langsung ikut mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden,
yg;g sebenarnya sudah melanggar ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-
Ugdang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Oleh karena itu penulis ingin melihat lebih jauh dengan melakukan

N 1w

p&zelitian mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut dalam Pemilu

9A

P@siden dan Wakil Presiden, dengan Judul Penelitian: “IMPLEMENTASI
<
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
L
UEUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN

Ug\lDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN

A

UmMumM”.

LI

nery wrsey J
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o
er' ®

atasan M asalah

Dalam melakukan penelitian dan penulisan kajian ini penulis membatasi

dio y

a masalah yang berhubungan dengan kelkutsertaan pegawai ASN dalam

e
w g1

kampanye, secara nyata mendukung salah satu calon, ikut serta sebagai tim
s;I:Zs&, memasang gambar atau baliho dalah satu calon, yang dikaji berdasarkan
Uﬁdang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

c
C%Rumu&an Masalah

A Dari permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam

Q

pendlitian ini adalah:

1. Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum?

2. Bagaimana akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak
dapat menjaga netralitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum?

we[sy 3je1s

D=Tujuan dan Manfaat Penelitian

2

Tujuan dari penelitian ini adalah:

=

Untuk mengetahui netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

tidak dapat menjaga netralitas dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden

nery wisey JrreAg uejyng yo AJIsIaArun
N
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©

g berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
=

o Umum.

©

o  Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

=

—1. Sebagal salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
=

C  Fekultas Syariah dan Hukum Universitas Isam Negeri Sultan Syarif
=z

w» KasmRiau.

| o=

=~2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara,
2]

A terutama menyangkut masal ah yang berhubungan dengan pemilihan umum
Q

c

Presiden dan Wakil Presiden.
3. Sebaga bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian

mengenai permasahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian
Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan

dafam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagal berikut:

1§Jenis Penelitian

’g Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum
gnormatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan
g'netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden
Efdan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
&Tentang Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-
=

kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan

untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah

nery wisey JueiAg ue
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lw ejd

©

iyang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu

=

© permasal ahan tertentu.”

—pen

e

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu

elitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang

Cberkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

=

2¢nSumber Data

o
w
=
Q

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian

Mdan diuji kebenarannya® Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh

Q

- langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).”

Daam pendlitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan

menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.®

Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a

dTWIR[S] 3)¥1S

=

Bahan hukum primer,® yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat
seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam
penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan
perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder,’® yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang

dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang mejelaskan bahan hukum

Ag ue%ng jo AjIs1aArun

S

nery wisey jige

*Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),

®Gorys Keraf, Komposisi, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h. 160
"Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986), h. 11
8Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

kat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 33

“Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 142
10 i
Ibid.
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©
g primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku
=
©  yang membahas mengenai hukum tata negara, artikel-artikel dan bentuk
©
o tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
3
—c. Bahan hukum tersier,"* yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun
=
C  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus
=z
¢ hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian
o
= ni.
2]
38Pendekatan Penelitian
Q
c

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian
terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis
terhadap netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu
Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum.

4. Analisis Data

N
E{ Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif
(g°]
Eanalitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis netralitas pegawai
=¥}
=

=~Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan

~

n

E_Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta akibat
ghukum bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak dapat menjaga
%drdit@ya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setelah mengetahui
ggambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis

~
Sperdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum tata negara, sesuai

Y1pid, h. 143

nery wisey Jrieig
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©

b

10

Tdengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu

=
omengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang

©

obersifat khusus.

w

F=Sistematika Penulisan

NIN

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengena pembahasan dalam

¢npenelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

Bab |1

Bab I11

.Bab IV

nery wisey JireAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e}S

PENDAHULUAN

Daam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang
masalah, pembatasan masalah, rumusan masaah, tujuan dan
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
GAMBARAN UMUM TENTANG DEMOKRAS

Daam bab ini beris gambaran umum tentang demokrasi dan
negara hukum.

TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri
dari pengertian pemilihan umum, netralitas, Aparatur Sipil Negara
(ASN), kebijakan, dan pengawasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari
netralitas pegawai ASN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, dan akibat hukum bagi pegawai ASN yang tidak

dapat menjaga netralitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
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UIN SUSKA RIAU

Dalam bab ini berisi kessmpulan atas hasil pembahasan dari bab
beriskan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga

perkembangan hukum, khususnya hukum tata negara.

Pemilihan Umum.
PENUTUP

abV

o
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB 11
GAMBARAN UMUM TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA,

DEMOKRASI DAN POLITIK HUKUM

llw ejdio yeH @

AZAparatur Sipil Negara
Pengertian

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawa pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja padainstansi pemerintah.

DS SIS ENIE]

Dengan demikian, maka PNS/ASN adalah:

a. Pegawa negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas
negara, pemerintahan dan pembangunan.

b. Dalam kedudukan dan tugas tersebut, pegawal negeri harus netral dari
pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Untuk menjamin netralitas, pegawa negeri dilarang menjadi anggota
dan/ atau pengurus partai politik.*

Penyelenggaraan kebijakan dan manaemen Aparatur Sipil Negara

berdasarkan pada:

Ag uel[ng jo AJISIIATU() DTWR][S] 3)1S

YFeisal Tamin, Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara, (Jakarta:

Bérantika, 2004), h.155

12
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a. Kepastian hukum

Kepastian hukum, artinya penyel enggaraan, pembinaan dan pengaturan
terhadap Aparatur Sipil Negara diatur dalam suatu peraturan
perundang-undangan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Proporsionalitas

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan Aparatur Sipil Negara dilakukan
secara proporsionalitas artinya, dilakukan oleh suatu lembaga yang
berkompeten dan berkualitas, dan menghasilkan kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan secara moral, etika dan hukum.

Profesionalitas

Pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara dilakukan secara
profesionalitas oleh orang-orang yang mempunya kualitas dan
kompetensi yang sudah teruji dan dengan konerja yang profesiona
sesual dengan bidangnya masing-masing.

Keterpaduan

Keterpaduan di sini artinya, bahwa Aparatur Sipil Negara dalam
mel aksanakan tugas secara terpadu dan dalam satu tim yang dipimpin
oleh seorang yang profesional dan menguasai di bidangnya.

Delegasi

Delegas artinya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil
Negara merupakan pendelegasian dari atasan atau pendelegasian dari

aturan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya,
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yang dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam
pendel egasian tersebut.

Netralitas

Netralitas artinya, bahwa Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak memihak kepada salah satu
unsur atau golongan, termasuk dalam bidang politik. Aparatur Sipil Negara
bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas-
tugas Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Efektif

Efektif artinya, pelaksanaan tugas-tugas Aparatur Sipil Negara harus
dapat berjaan secara efektif, artinya setiap pelaksanaan tugas-tugas
yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Efisien

Pelaksanaan tugas-tugas Aparatur Sipil Negara harus efisien, artinya
dengan proses yang cepat, tepat dan dengan anggaran yang sesual
dengan perencanaan yang sudah dilakukan, dan tidak terkesan
berlebihan dan pelaksanaannya sesua dengan waktu yang sudah

ditetapkan.
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Keterbukaan

Keterbukaan artinya bahwa semua pelaksanaan tugas-tugas Aparatur
Sipil Negara dilakukan secara terbuka, dan dapat diketahui oleh publik
dan tidak ada yang tertutup.

Nondiskriminatif

Nondiskriminatif artinya, bahwa dalam melakukan pelayanan publik
kepada masyarakat, bahwa Aparatur Sipil Negara tidak dibenarkan
melakukan pembedaan dan pelayanan yang berbeda terhadap
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Persatuan dan kesatuan

Persatuan dan kesatuan maksudnya adalah, bahwa Aparatur Sipil
Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus menjaga persatuan
dan kesatuan, jangan sampa ada perpecahan di antara pegawal

maupun dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

. Keadilan dan kesetaraan

Keadilan dan kesetaraan maksudnya adalah, bahwa Aparatur Sipil
Negara harus bersifat adil dan tidak membeda-bedakan antara satu
dengan yang lainnya daam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

K esgjahteraan

Kesgahteraan artinya bahwa Aparatur Sipil Negara senantiasa
memperhatikan kesgjahteraan di lingkungannya, dan kesejahteraan

daam keluarganya. Artinya Aparatur Sipil Negara harus dapat
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melaksanakan txugas sesuai dengan aturan dan tidak boleh
menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan. hal ini penting dalam

rangka untuk menjaga kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya.’®

2. Tugas

Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas.

Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pegjabat Pembina
K epegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawal Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas sebagal pejabat
publik, yang mana tugas tersebut diberikan oleh atasan yang sesuai
dengan tupoks masing-masing dan berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
Pegawal Aparatur Sipil Negara betugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing, dan dilakukan
secara profesional dan dengan kualitas yang prima, serta dilakukan
secara cepat dan tidak terkesan menunda waktu.

Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Pegawal Aparatur Sipil Negara mempunyai kewajiban dalam menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa, terutama yang berhubungan dengan

nery wisey JrreAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e}S

Bpasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
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©

g menjaga stabilitas dalam masyarakat, dan menjaga persatuan dan

; kesatuan dalam Negara K esatuan Republik Indonesia.**

ES. Peran

=)

= Pegawal Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana,

g pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan

i pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan

c

:;;— publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari

§ praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Dalam ha ini Pegawal Aparatur Sipil Negara mempunyal peran
melaksanakan perencanaan tugas, pelaksanaan serta pengawasan tugas-
tugas pemerintahan. Di samping itu Pegawai Aparatur Sipil Negara juga
berperan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional
dan bebas dari intervensi dari pihak manapun, dan harus menjaga hal-hal
yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan.®

B:_;pemokrasi

’gl Pengertian

g Demokras adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu

E'negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan

A3rsa

‘Warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Demokrasi juga dikatakan sebagai bentuk pemerintahan sesuatu

persekutuan yang berpemerintahan sendiri dalam hal mana sebagian besar

¥Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
15| i
Ibid.
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gwarganya turut mengambil bagian, maka dalam persekutuan kaum ini,
=
o walaupun masih sederhana, ciri tersebut sudah ditemui.*®

Istilah "demokrasi" berasal dari Y unani Kuno yang tepatnya diutarakan

w exd

=di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh

=
Cawal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern.
=z
oNamun, arti dari istilah ini telah berubah sgjalan dengan waktu, dan definisi
| o=
~modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan
2]

A stem "demokrasi” di banyak negara.*’
j8y]

- Kata "demokras" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti

rakyat, dan kratoslcratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan
sebagal pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah
kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena

demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu

IS 921¥1S
&
2
g)n—\

Demokrasi menempati posis vital dalam kaitannya pembagian

nuae

=kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias

n

=politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus
<

(1]
EQigunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias

-~

Epolitica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta

7))
esgjarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata

o
-
3) ®Moh. Mahfud, MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,
2800), h. 31
= Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar 1lmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
1997), h. 53
B bid.

Nery wisey
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ﬁidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan

=

okekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap

©

ohak-hak asasi manusia.

w

nely exsng NIN

=3
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—2. Nilai yang Terkandung dalam Demokrasi

Adabeberapanila yang terkandung dalam demokrasi, yaitu:

Menyel esaikan perselisihan dengan damal dan secara melembaga.
Demokrasi merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan
sengketa atau perselisihan secara damai dan musyawarah.

Menjamin terselenggaranya perubahan secara dama dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah.

Demokrasi dapat menjadi alat untuk melakukan suatu perubahan sebagai
konsekuensi dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

M enyel enggarakan pergantian pimpinan secarateratur.

Demokrasi juga sebagai alat untuk melakukan proses pergantian pimpinan
sesuai dengan masa jabatannya, dan proses pergantian pimpinan tersebut
dilakukan secara damai dan teratur.

Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.

Demokrasi juga sebagai adat yang dipergunakan untuk membatasi
timbulnya kekerasan dalam proses musyawarah dan mufakat tersebut.
Mengakui secara menganggap wajar adanya keanekaragaman.

Demokrasi sebagai bentuk pengakuan bahwa perbedaan pendapat dan
keanekaragaman itu merupakan sesuatu yang alami dan harus dijaga agar

tidak terjadi perselisihan yang mengikabatkan perpecahan.
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Menjamin tegaknya keadilan.*®

Demokrasi juga sebagai alat untuk melakukan sesuatu dan mengambil
kebijakan secara adil dan tidak merugikan pihak-pihak lain, dengan
demokrasi diharapkan apa yang disepakati tersebut merupakan tindakan
yang menjaga keseimbangan antara satu dengan yang lainnya.

Dari beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi tersebut dapat

dipahami, bahwa demokrasi merupakan aat yang dapat dipergunakan untuk

‘menyelesaikan suatu perselisihan, dan juga sebagai alat untuk melaksanakan

proses pemerintahan secara transparan dan akuntabilitas.

3.

Penyelenggar aan Demokr asi

Demokrasi diselenggarakan oleh beberapa lembaga, yaitu:

a. Pemerintah yang bertanggungjawab.

dTWIR[S] 3)¥1S

=

Penyelenggaraan proses demokrasi dalam suatu negara dilakukan oleh
pemerintahan yang sah dan bertanggungjawab, yang dalam pelalaksanaan
demokrasi tersebut dilakukan secara teratur dan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan
kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan
pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-
kurangnya dua calon untuk setiap kursi.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang

menggambarkan dan merupakan implementasi dari pelaksanaan

neny m;seﬁ JiieAg uelng jo A3IsIaAru()

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

), h. 266
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demokrasi, yang hasilnya dapat memilih wakil-wakil rakyat di lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat.

Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
Dalam pelaksanaan suatu demokrasi, maka diperlukan partai politik untuk
menampung aspirasi masyarakat, yang diwakili oleh wakilnya melalui
partai politik.

Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

Sebagai kontrol dalam pelaksanaan suatu demokrasi, maka wartawan yang
tergabung dalam pers dan media masa balk cetak maupun elektronik,
diperlukan untuk mengontrol dan mengawas pelaksanaan demokrasi
tersebut.

Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan
mempertahankan keadilan.

Dalam pelaksanaan demokrasi diperlukan adanya lembaga peradilan yang
berperan sebaga |ebaga yang mengadili setiap perselisihan yang terjadi,
baik dalam internal pemerintahan maupun dalam lembaga politik.

Dalam proses penyelenggaraan demokrasi, maka ada beberapa lembaga

ang terlibat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Lembaga yang

EQi bentuk berdasarkan undang-undang tersebut merupakan proses atau hasil dari

A3

odemokrasi yang dilaksanakan berdasarkan kehendak dan perkembangan yang

neny wisey Jriedg uejng
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©
chPolitik Hukum

=
i Politik hukum adalah bagaimana hukum akan dan seharusnya dibuat
©

adan ditentukan arahnya di dalam politik nasional dan bagaimana hukum
Ec_jlfungskan.

Perspektif politik hukum nasional pertama-tama dapat ditemukan di

NIN

¢falam kunci  pokok pertama sistem pemerintahan Negara Indonesia,

sn

—=sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945, disebutkan bahwa
o

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka.
gPenega%\n kunci pokok pertama tersebut dapat dipandang sebagal perspektif
resmi atau dasar utama dari politik hukum nasional. Dengan penegasan
tersebut, berdasarkan perspektif resmi, Indonesia adalah negara hukum

sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi

sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di

Indonesia®
N
E Secara sosiologis adanya politik hukum nasional memang menjadi
m
F_keharusan segera setelah Indonesia merdeka, sebab dengan terjadinya
=¥}
Ekemerdekaan, secara revolusioner telah terjadi perubahan idedlita dan redita
=
Smasyarakat Indonesia. Jika sebelum kemerdekaan gagasan dan struktur
<
Ekehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme yang sangat

A3

oeksploitatif. Setelah kemerdekaan gagasan dan struktur tersebut berubah total

n
3
s
8
3
8
Q
%
Q
<
2
Q
3
Q
oS
Q
)

(G uejIng

“Moh.Mahfud, MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama
ia, 1999), h. 30
ibid.

M
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Perubahan ini berimplikasi pada keharusan adanya perubahan berbagai

12 1BH @

aturan hukum yang telah dibuat pemerintah kolonial Belanda sebab hukum-

eyd

hukum produk Belanda itu diletakkan pada landasan yang sudah sangat lain

E_LU

—@dengan idealita dan realita masyarakat Indonesia. Keharusan menyesuaian

3

Gantara produk hukum dengan gagasan struktur masyarakatnya ini disebabkan

=z
vhukum harus berfungsi untuk melayani masyarakatnya atau disebabkan hukum

c

itu tidek berada disebuah vakum. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa

b

Exbegitu Indonesia merdeka, semua produk hukum peninggalan pemerintah
“Belanda yang tidak sesuai |agi dengan idealita dan realita masyarakat Indonesia
harus segera dicabut.

Hukum adalah produk politik. Sebagai contoh tidak cocoknya lagi
mengenai ketentuan atau materi hukum tentang Pemerintah Daerah dengan
situas politik yang ada saat itu. Tegasnya bahwa Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 lahir dari semangat politik yang tidak demokratis karena program

N
Sﬂpembangunan yang berorientas pada paradigma pertumbuhan, sehingga

)

Eundang-undang tersebut tidak dapat menyembunyikan watak sentralistiknya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 didesain untuk melayani atau

U drwe

sebagal refleksi dari konfigurasi politik yang logika pembangunan ekonomi

\sgem

ang menghendaki sentralisas kekuasaan untuk mengamankan program

I

embangunan ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, jika kita sepakat bahwa

ng jo A3

o

ewasaini kitatelah berada pada era konfigurasi politik yang lebih demokratis

I bawah jargon keterbukaan, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

S el

LIeA

yang lahir dari konfigurasi politik yang non-demokratis dapat dipandang sudah

nery wrsey J
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©

ﬁidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat sehingga perlu
=

odilakukan revisi.

©

© Daam kaitan ini perlu ditekankan bahwa sebuah politik hukum
3

—bukanlah bangunan yang statis, melainkan dapat berubah-ubah sesuai dengan

3

Gungsinya untuk melayani masyarakat. Jika politik sebagai sub-sistem

N

vkemasyarakatan yang lain harus pula berubah, sebab hukum selalu berkembang

n

%s&uai dengan perkembangan masyarakatnya. Inilah maknanya bahwa hukum

gnerupakan produk politik, yang berarti bahwa karakter sebuah produk hukum
“akan selalu merefleksikan konfigurasi politik yang melahirkannya.22

Dari gambaran di atas, bahwa politik hukum merupakan kebijakan

dalam membentuk hukum atau mengganti hukum yang lama dengan yang baru,

yang merupakan kebijakan pemerintah atau pihak-pihak yang bertanggung

jawab mengenai hal tersebut.

“Moh.Mahfud. MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media,
), h. 272
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S BAB 11
=
o TINJAUAN TEORITIS
©
QO
3
A=lmplementasi
N
C1. Pengertian
=z
o Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, atau suatu tindakan
| o=
wn

gatau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci
A (matang).
Q
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementas
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
Implementasi  juga muara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya
mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu
kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi

N
Eadalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara

)

Etuj uan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,

Jruie

-birokrasi yang efektif.®

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan

ISIQAIU)

yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk

mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta

Ins jo 43

berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang

ZGuntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka,
), h. 39

25
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©
gtelah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan

=

© upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan

w exd

—keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yakni:

3

Ca. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
=z

b, Peaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.

| o=

~C. Kesediaan kel ompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

2]

Ad. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

Q
c

e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.?*

Dari beberapa proses pelaksanaan tersebut dapat dipahami, bahwa
implementasi itu merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang harus
terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

2. Tujuan Implementasi

N

E Tujuan dari implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang
(g°]

Eelah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok. Untuk
=¥}

= - :

=menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana
=

Satau kebijakan.?

<

Adaempat faktor yang mempengaruhi kinerjaimplementasi, yaitu:

)

Kondis lingkungan;

=3

Hubungan antar organisasi;

c. Sumberdaya;

2 bid.
Bbid.

nery wisey JrjeAg uejng yo £31s1d



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

JJaguins ueingaAusw uep ueywniuesusw eduey U siny eAley ynines nele uelbeqges dinbuaw Bueleq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

27

d. Karakter instansi implementor.

Di samping itu ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau

daknya suatu proses kebijakan, yaitu:

o)

Kualitas kebijakan itu sendiri.

=

Kecukupan input kebijakan.

o

K etepatan instrumen yang dipaka untuk mencapai tujuan kebijakan .

o

Kapasitas implementor.

®

Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.

nelry eysng Nin d!jlw gldio yeH @

—n

Kondis lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana

implementasi tersebut dilakukan.?®

B. Pemilihan Umum
1. Pengertian
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

wPerwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Dagerah, Presiden dan Wakil

¥
® Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
7]
g dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dalam
=

—Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
=)
< Undang Dasar Negara Republik Indonesia.*’

Melihat dari pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia, maka

0 A3181

;sistem pemilu yang dipilih adalah sistem proporsional. Sebagai aternatif dari

n

;,Tsi stem proporsiona adalah sistem distrik, namun segjak dulu hinggakini sistem

26) |Ai
Ibid.
“"Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

nery wisey JuedAg u
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©
Ldistrik masih merupakan perdebatan, baik di parlemen maupun di luar

© parlemen

©

© Dalam tataran ideal, pemilu diadakan dalam rangka menciptakan
3

=
Cdengan melihat tingkat persaingan antarpartai dalam suatu pemilihan umum.
=z
¢nDan sebaliknya, bila partai dalam pemilu kehilangan ciri kompetitifnya, maka
| o=
~ia pun menjadi ritual politik semu, sebuah manipulasi untuk mencari
2]

Vlegitimasi semata.?®
j8y]
(=

Sistem pemilu yang dilaksanakan selama Orde Baru adalah sistem
perwakilan berimbang dengan sistem daftar (sistem proporsional), namun
dalam pelaksanaannya partai politik peserta pemilu tidak mendapat peluang
untuk berkompetisi, sehingga setiap pemilu Golkar terus mendominasi karena
partai politik yang mendapat dukungan dan suntikan dari pemerintah. Sebagal
konsekuensinya maka perwakilan yang duduk di parlemen tidak representatif
dan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.

Apabila kita akan melaksanakan kebijakan politik secara baik, maka

dTWIR[S] 3)¥1S

-kebijakan yang dilakukan harus selalu mengarah kepada pemikiran tentang

un

.bagaimana demokrasi yang betul, jujur, adil dan sebagainya. Namun yang

ISI9A

.terjadi di Indonesia sebenarnya ada dua fenomena. Pertama, irasional. Karena
banyak wacana politik, ketika mencapai tujuan tertentu, menghalalkan semua
cara. Kedua, politik di Indonesia sudah terkait dengan penggunaan kekuasaan,

antara lain ketika terjadi mobilisasi untuk mencapai tujuan, maka yang

Ag uejng jo A3

% M. Dawam Rahardjo, Sstem Pemilihan Umum, Demokratisasi dan Pembanguna,
arta: Cidesindo, 1996), h. 31
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©
gdigunakan adalah kekuasaan. Maksudnya adalah ketika kekuasaan ada di

;tangan, kita lupa ciri khas masyarakat Indonesia yang majemuk. Maemuk di
sini berarti bahwa kita butuh toleransi, tidak mungkin politik di Indonesia
-dibuat seragam, tidak bisa dibuat semacam penyatuan, dan tidak bisa dibuat
menangnya sendiri.?®

Sebenarnya yang terjadi selama masa Orde Baru adalah kebijakan

politik seperti yang digambarkan di atas. Sehingga partai politik yang ada

¥ ejsng NN y!lw eyd

dibuat harus mengikuti satu partai politik yang didukung oleh pemerintah.

nei

Keadaan ini dapat membuat hilangnya arti demokrasi yang sudah dicanangkan
dalam konstitusi Indonesia.

Dari beberapa gambaran tentang persoalan yang telah terjadi di
Indonesia, maka yang perlu diperbaiki adalah proses atau pelaksanaannya di
lapangan, sistem pemilu apapun yang dipaka sebenarnya telah sesuai dengan
prinsip negara hukum. Berbagai sistem pemilu yang ada sebenarnya
merupakan upaya implementasi yang tepat atas prinsip demokrasi dan prinsip
negara hukum. Bak sistem mayoritas dan sistem distrik maupun sistem

‘proporsional adalah sesuai dengan prinsip negara hukum. Artinya sistem yang

() dTWe[s| 3jels

.mana pun yang akan diterapkan oleh suatu negara hukum tetaplah baik sejauh

ISI9AIU

pilihan atas sistem tersebut telah dilakukan menurut prosedur dan oleh

0 A}

lembaga yang benar.®

% Mudiji Sutrisno, Demokrasi Semudah Ucapankah?, (Y ogyakarta: Kanisius, 2000), h. 15
% Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Y ogyakarta: Gama Media,
), h. 227
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Dalam Pasal 6A UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen ketiga

tahun 2001 dijelaskan mengena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang

lengkapnya berbunyi:

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung

oleh rakyat.

Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan

pemilihan umum.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara

lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum

dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar

di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi

Presiden dan Wakil Presiden.UUD 1945 yang merupakan Konstitusi

Negara Republik Indonesia mengatur masalah pemilihan umum dalam Bab

VIIB tentang Pemilihan Umum Fasal 22E sebagai hasil Amandemen

ketiga UUD 1945 tahun 2001. Secara lengkap, bunyi Pasal 22E tersebut

adalah:

a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah parkai
politik.

d. Peserta. pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah perseorangan.

e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komis pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-

nery eysns Nin Y!iw eydio yeHq @

undang.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa pemilihan umum
merupakan sarana demokrasi untuk menentukan pemimpin dan perwakilan
rakyat di DPR, dan dilaksanakan oleh lembaga independen dengan prinsip dan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu
pelaksanaan pemilihan umum harus benar-benar sesuai dengan ketentuan
Efoeraturan perundang-undangan yang berlaku.

EZ. Asas-asas dalam Pemilihan Umum

Dalan Pasa 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

N d1we

=Pemilihan Umum disebutkan, bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas

9A

3[angsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan penjelasan sebagai

-~

=
oberikut:
ey

n
=

. Langsung
Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh

masyarakat tanpa perantara orang lain. Pelaksanaan pemungutan suara

neny wisey Jriedg uejng
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dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang berhak memilih di tempat
pemungutan suara.
Umum

Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara umum, artinya
masyarakat yang berhak untuk memilih dapat datang ke tempat

pemungutan suaratanpa kecuali.

3. Bebas

Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara bebas, artinya
pemilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun.
Pemilih masuk ke bilik suara dan melaksanaan hak pilihnya secara bebas
dan memilih sesuai dengan pilihan dan hari nuraninya secara bebas.
Rahasia

Masyarakat sebagai pemilih dapat merahasiakan pilihannya kepada
orang lain, dan orang lain tidak perlu mengetahui pilihan dari orang lain,
dan ini merupakan rahasia dalam asas pemilihan umum.

Jujur

Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh panitia
penyelenggara, komisis pemilihan umum dilakukan secara jujur, artinya
tidak ada penyimpangan terhadap hasil pemungutan suara yang dilakukan.
Adil

Penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini komisi pemilihan

umum, bawaslu, panwaslu, dan panitia pemungutan suara harus berlaku



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

JJaguins ueingaAusw uep ueywniuesusw eduey U siny eAley ynines nele uelbeqges dinbuaw Bueleq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

33

adil terhadap setiap kontestan pemilu dan masyarakat selaku pemilih, dan
tidak ada membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.
3.Prinsip-prinsip dalam Pemilihan Umum

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Njtw ejdio yeH @

CPemilihan Umum disebutkan bahwa, Dalam menyelenggarakan Pemilu,

N

nPenyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas
%sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus
?memenuhi prinsip:
S 1. Mandiri
Penyelenggaraan pemilihan umu dilaksanakan oleh suatu lembaga
yang mandiri yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), tanpa campur tangan
dari pihak pemerintah atau pihak manapun.
2. Jujur
Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU harus

7]
g,_jujur, artinya tidak melakukan kecurangan dalam penghitungan suara hasil
(g°]

:

=3. Adil

=

= Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU harus
<

(1]

Eodilakukan dengan adil, artinya tidak membeda-bedakan orang atau kontestan

pemilu semua diberlakukan sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

neny wisey jrieAg uejrng jo 43
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©

—4. Berkepastian hukum

; Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU
Eberdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku, yakni berdasarkan Undang-
§Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

ES. Tertib

zZ

o Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara teratur menurut
c

%tahapan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dan dilakukan secara
?teratur dan tertib.

= 6. Terbuka

Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara terbuka, artinya
terbuka untuk umum dan tidak ditutup-tutupi, setiap tahapan pemilihan umum
dilakukan secaraterbuka dan dapat diketahui oleh semua pihak.

7. Proporsional
Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara proporsional

artinya, dilakukan oleh suatu lembaga yang berkompeten dan berkualitas, dan

I 9183S

. menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika

un drwe
)
=
[
=4
c
3

.8. Profesiond

Penyel enggaraan pemilihan umum dilakukan oleh KPU, suatu lembaga
pemilihan umum yang profesional yang dilakukan oleh orang-orang yang
mempunyai kualitas dan kompetensi yang sudah teruji dan dengan konerja

yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

nery wisey Jredg uejng jo £A31s12A
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9. Akuntabel
Semua tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU harus

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, mulai dari tahapan pelaksanaan

lw ejdio yeH 6

—sampai dengan penggunaan anggaran harus jelas dan transparan diumumkan
=

Ckepada publik secara akuntabel.

=
n10. Efektif
c

=~ Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU harus
2]

?dapat berjalan secara efektif, artinya setiap tahapan pemilihan umum tersebut
- dapat terlaksana sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.
11. Efisien.
Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU harus
efisien, artinya dengan proses yang cepat, tepat dan dengan anggaran yang

sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, dan tidak terkesan

berlebihan dan pel aksanaannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Igams

~Negara Hukum

1. Pengertian

() dTwefs

Negara hukum adal ah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat

'alat-alat perlengkapan negara, khususnya dat-alat perlengkapan dari

ISI9AIU

-~ pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan

0A

;dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus

n

;,Tmemperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang

nery wisey JrredAg u
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©
Ldalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan

qe

31

4,
-
c
=)
c
3
<
2
(@]
(o8
Q
2
[

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak
-berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), pemerintahan berdasarkan atas
sistem konstitusi (hukum dasar) tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan
yang tidak terbatas, begitu bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Artinya segala sesuatu yang menyangkut kepada penyel enggaraan negara dan

¥ ejsng NN Y!jlw ejd]

pemerintahan harus berpedoman kepada hukum yang telah ditetapkan.

nei

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan, bahwa
mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara
budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral
rakyat yang luhur.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa baik pemerintah maupun
rakyat sama-sama mengharapkan agar roda pemerintahan dijalankan menurut

hukum. Tidak sgja formil hukum, melainkan juga materiil hukum, karena

I 9183S

¢ hukum itu pertama-tama adalah mengandung rasa keadilan. Di samping itu

ue

=-pernyataan di atas juga dapat dianggap sebagai instruksi dan dasar untuk

n

= menggugat pertanggungjawaban para aparat negara sebagai abdi rakyat, jika
<

I9

o Suatu  saat mereka melakukan tugas tidak selaras dengan budi pekerti

I

kemanusiaan yang luhur dan cita-citamoral rakyat yang luhur.

=

IeAg uejng jo A3

31 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas |lmu Negara Hukum dan Politik, (Jakarta: Eresco,
1), h. 37
% SF. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, (Y ogyakarta: Liberty, 1988), h. 15

8
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2. Ciri-Ciri Negara Hukum
Adapun ciri-ciri khas dari suatu negara hukum adalah adanya:
1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan.
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri.*

Berkenaan dengan hal ini, maka menurut teori kedaulatan rakyat,

nery exsns Nin !iw eydio yeHq @

kekuasaan negara harus dibatasi dan dikontrol oleh rakyat secara demokratis
melalui kemauan umum (volonte generale). Perlunya suatu kekuasaan
dibatas menurut seorang pujangga Inggris Lord Acton, bahwa kekuasaan
cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan
(power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely). Lahirnya
keinginan untuk membatas dan mengawasi kekuasaan negara, diiringi
dengan lahirnya teori kedaulatan hukum yang dipelopori oleh Immanuel
Kant dan Hans Kelsen. Menurut teori kedaulatan hukum, negara pada
prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), tetapi
harus berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).>*

Sesual dengan pernyataan di atas maka kontrol yang dilakukan oleh

JISIDATU[) DTWE]S] d1e}S

0A

rakyat terhadap kinerja dan kebijakan yang diambil oleh aparat pemerintah

arus sesuai dengan alam demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Artinya suara

(g uelng j

¥ Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, (Yogyakarta:
ty, 2000), h. 23
¥ SF. Marbun, Peradilan........, Op Cit, h. 7

Li
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©

ﬁakyat harus senantiasa mendapat perhatian dari aparat pemerintah dalam
=
omengel uarkan semua kebijakannya.

Apabila dalam mengeluarkan kebijakan tersebut terjadi kerugian bagi

w exd

—pihak rakyat maka perlu diadakan suatu lembaga yang dapat menilai bahwa
=
Cperbuatan aparat pemerintah tersebut telah melanggar ketentuan asas-asas

=z
oymum pemerintahan yang baik. Adapun lembaga yang dimaksud adalah

gPeradilan Tata Usaha Negara, sebagai lembaga peradilan yang bersifat bebas
gban tidak memihak kepada siapapun, mengadili atas dasar hukum dan keadilan.
- Hal ini sesuai dengan penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa
Negara Rl sebagal negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman,

tenteram, serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin

persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

7]
E Menyadari sepenuhnya peran positif pemerintah dalam kehidupan
(g°]

Enasyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah untuk
=¥}

Emenghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan
=

Satau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga
5

@masyarakat.*®

E Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mengantisipasi hal
7))

stersebut adalah dengan membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, yang
&

=

9}

<

% C.ST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
a, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 6

z
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©
Isekaligus merupakan pelaksana lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 14

10 ye

Tahun 1970 tentang K etentuan-K etentuan Pokok Kekuasaan K ehakiman.

Sesuali dengan maksud pembentukannya maka Peradilan Tata Usaha

éw eyd

egara merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa yang

a2

imbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum

erdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat

eysng NI
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e
2

ghak orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha

CNegara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat
pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata
Usaha Negara.

Oleh karenaitu urgens diadakannya Peradilan Tata Usaha Negara tidak
hanya dimaksudkan sebaga pengawasan intern terhadap pelaksanaan Hukum
Administrasi Negara sesual dengan asas-asas yang berlaku bagi suatu Negara

%j—lukum. Akan tetapi harus benar-benar berfungsi sebagai badan peradilan yang

Esecara bebas dan objektif diberi wewenang menilai dan mengadili pelaksanaan
=¥}

= L . . .

=Hukum Administras Negara yang dilakukan oleh pejabat eksekutif.*®

=

= Sesual dengan falsafah Negara Pancasila, maka hak dan kewajiban
<

m

Easm warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan, dan

3

Ek%elarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat.

7))
=Oleh karena itu tujuan dari Peradilan Tata Usaha Negara juga sekaligus

Ag ue)

% Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta:

GbeliaIndonesia, 1996), h. 11
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ﬁnel indungi hak-hak masyarakat secara luas dan menyeluruh yang berhubungan

2
)
Q
g
_|
8
QD
C
£
QD
Z
&
o
Q

Negara yang berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum

vang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang

Nw ejd

NIgQ
o
:
3
&
2
5
2
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=
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Q.
g
&
:
3
5
-
<
2

¢sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud
gdan tujuan setiap hukum, yakni keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu
gbi kedepankan, utamanya guna menghindari kemungkinan hukum dijadikan al at
“oleh penguasa untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan

penguasa sendiri maupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat

merugikan kepentingan rakyat.

D. Netralitas
Pegawa Negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terikat ketentuan

vasas netraitas terkait politik praktis seperti Pemilihan Umum (Pemilu).
=

EM enjelang Pemilu para ASN harus dikumpulkan untuk diberitahu tentang hal -

w

Ehal yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga netralitasnya.

Ada 16 (enam belas) larangan yang tidak boleh dilakukan ASN demi

JATU[) D

'menj aga netralitasnya, yaitu:

o)

Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial yang dilakukan oleh ASN.

©

Menghadiri deklarasi calon.

o

Ikut sebagai panitia atau pel aksana kampanye.

. Ikut kampanye dengan atribut PNS.

@

Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

nery wisey JrreAg uejng yo A3rsi
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Menghadiri acara partai politik.

Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon.

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah
satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Memberikan dukungan ke calon legidatif/calon independen kepala daerah
dengan memberikan KTP.

Mencal onkan diri dengan tanpa mengundurkan diri sebagai ASN.
Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan
calon.

Menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Mengerahkan PNS/ASN untuk ikut kampanye

Pendekatan ke Partai Politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain.
Menjadi pembicara atau narasumber dalam acara partai politik.

Foto bersama pasangan calon dengan mengikuti ssmbol tangan atau
gerakan yang digunakan sebagal bentuk dukungan atau keberpihakan.

Untuk mewujudkan netralitas ASN diharapkan dalam mana emen

-sistemn kepegawaian perlu selalu ada:

Stabilitas, yang menjamin agar setiap PNS/ASN tidak perlu kuatir akan
masa depannya serta ketenangan dalam mengejar karier.

Balas jasa yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan PNS/ASN beserta
keluarganya. Sehingga keinginan untuk melakukan korupsi, baik korupsi
jabatan maupun korupsi harta, menjadi berkurang, kalau tidak mungkin

dihapuskan sama sekali.



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

JJaguins ueingaAusw uep ueywniuesusw eduey U siny eAley ynines nele uelbeqges dinbuaw Bueleq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

42

3. Promos dan mutasi yang sistematis dan transparan, sehingga setiap
PNS/ASN dapat memperkirakan kariernya dimasa depan serta bisa
mengukur kemampuan pribadi.*’

Dengan melihat banyaknya masalah politisas birokrasi yang tetap
berlangsung, maka jelas tampak disini pentingnya untuk mengartikulasikan
kembali tuntutan netralisasi birokrasi. Sebenarnya tuntutan seperti ini sudah

pernah menghangat ketika muncul perdebatan mengenai rangkap jabatan

¥ BYSNS NN Y!lw ejdid jeH @

‘'seorang pejabat PNS/ASN, yang sekaligus sebagal pengurus atau anggota

nei

partai, hal ini jelastidak dibenarkan dalam undang-undang.

Netralitas menempatkan aparatur dalam ruang yang tidak terpengaruh
oleh kepentingan politik golongan tertentu, sehingga aparatur dapat bekerja
memberikan pelayanan kepada publik tanpa diskriminatif. Keinginan untuk
menjadikan aparatur yang netral secara ekspilisit telah diterapkan dalam
berbagai undang-undang.

Netralitas PNS/ASN juga merupakan konsekuensi dari perubahan

I 9383S

£ politik dan reformas di bidang perundang-undangan yang merupakan

ue

=-keinginan untuk membebaskan birokras pemerintahan dan birokrat dari

Tun 2

Jpersaingan, pertentangan, dan tarik menarik kepentingan antara partai-partai

ISI9A

.politik yang akan semakin meningkat dengan semakin demokratisnya sistem
politik Indonesia.
Netralitas PNS/ASN yang diharapkan sgjalan dengan demokratisasi,

uga telah membawa pandangan bahwa birokrasi pemerintahan dan pegawai

—

%Feisal Tamin, Reformasi Birokrasi, (Jakarta: Belantika, 2004), h. 154
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©

gnegeri harus bersifat netral dalam politik, artinya pegawai negeri tidak
:_menjadi anggota/ pengurus partai politik dan tidak terlibat dalam kegiatan
partai politik sebagai pendukung/simpatisan. Dengan demikian demokrasi
-pemerintah dan pegawai negeri berdiri di atas semua partai politik dan
golongan.

Meskipun demikian sebagai warga negara, pegawal negeri tetap

mempunyai hak politik berupa hak memilih dan dipilih. Netralitas PNS/ASN

¥ BYSNS NIN Y!jlw eld

‘tidaklah berarti PNS/ASN buta politik dan tidak peduli dengan perkembangan

nei

politik. Sebagal aparatur negara, PNS harus memahami perkembangan politik
yang terjadi, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh tarik menarik
kepentingan politik yang ada.

Dalam memantapkan netralitas PNS/ASN, peranan pengawasan perlu
ditingkatkan dan diharapkan mampu mengungkapkan sedini mungkin adanya
penyimpangan peraturan yang berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas
pegawai negeri, khususnya yang menyangkut keikutsertaan seorang pegawal
negeri di bidang politik praktis.

Menyikapi masalah ini perlu dilakukan langkah, antara lain:
a. Sosialisas secara kontinyu terhadap peraturan perundang-undangan yang

mengatur netralitas.

=3

Melakukan pembinaan kepada PNS/ASN mengena pengetahuan tentang
kedudukan, tugas, dan fungs PNS/ASN sebagal aparatur negara yang

netral dan tidak diskriminatif.

nery wisey JireAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e}S



sesuai dengan

Peningkatan kesadaran jiwa korps PNS/ASN dan ditanamkan kepada
Peningkatan penegakan disiplin  sesuai  perundang-undangan yang
Netralitas PNS/ASN sebagai unsur aparatur negara terlibat dalam

setigp individu PNS/ASN.

berlaku.*®

Bbid, h. 157

kebijaksanaan politik negara yang dijalankan Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan menurut UUD yang dibantu Wakil Presiden dan
Menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dan pemerintahan.

¢npenyelenggaraan pemerintahan negara di pusat dan daerah,

3] e
© Hak cipta milik UIN
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us State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U_\/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
i 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
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=

o PENUTUP

©

QO

3
A=Kesmpulan

N

C  Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

=z

¢l. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil
| o=

>~ Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
2]

A Pemilihan Umum, dijelaskan dalam asas mengenai pemilihan umum antara
Q

c

nery wisey juedg uejng o AJIsIaArup) e[Sy 33e3s

lain adalah bebas dan rahasia, bahwa setiap warga negara yang telah
memenuhi syarat dapat menentukan hak pilihnya secara bebas dan rahasia
tanpa tekanan dari pihak manapun. Wujud dari asas bebas dan rahasia
tersebut diimplementaskan melalui netralitas pegawa ASN dalam
menentukan hak pilihnya. Pegawai ASN tidak dibenarkan mendukung salah
satu calon secara terbuka dan terang-terangan, karena sudah dapat dianggap
melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu dan undang-
undang tentang ASN.

. Akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat menjaga
netralitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, antara lain adalah
kepada pegawai ASN yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan
pelanggaran terhadap undang-undang pemilu, melakukan pelangaran
terhadap undang-undang tentang ASN sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Kepada yang bersangkutan dapat diproses melalui Bawaslu sesuai dengan
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©

g tingkatannya, serta dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh pimpinan instansi
=

©  yang bersangkutan.

©

o

B3Saran

=~ Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis
=

—memberikan saran sebagai berikut:

w

gl. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam pelaksanaan Pemilihan
i

©  Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selaku pegawai ASN dalam
Py

g pelaksanaan tugasnya memberikan pelayanan yang terbalk kepada

nery wisey juedg uejng yo AJIsIaArup) d1we[sy ajeiq

masyarakat, dan tidak boleh terganggu oleh kegiatan politik di luar kantor
atau di luar dinas, karena pegawai ASN tidak ada konsekuensinya apabila
tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon, karena siapapun yang
terpilih, maka pegawai ASN tetap sebagai pegawal dan tidak ada

hubungannya dengan calon yang terpilih.

. Kepada pegawai ASN harus dapat menjaga disiplin, kegjujuran dan ketaatan

sesual dengan apa yang tercantum dalam daftar penilaian kinerja pegawai.
Hal inilah yang harus diperhatikan oleh seluruh pegawai ASN, karena
apabila terjadi pelanggaran terhadap disiplin pegawa maka akan dikenal

sanks sesual dengan ketentuan yang berlaku.
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NAMA LENGKAP MUHAMMAD HILMI lahir di
SUNGAI TONANG,17 APRIL 1993 merupakan anak
KELIMA dari TUJUH bersaudara dari pasangan
HAMALIR dan ZAHARIA yang bertempat tinggal di
Desa SUNGAI TONANG Kecamatan KAMPA UTARA
Kabupaten KAMPAR. Jenjang pendidikan penulis. Sekolah
Dasar Negeri (SDN) 006 SUNGAI TONANG Kecamatan
KAMPAR Kabupaten KAMPAR (2001-2006). Sekolah
M:mengah Pertama(MTSN) MTS N SUNGAI TONANG Kecamatan KAMPAR
Ktabupaten KAMPAR (2006 — 2009). Sekolah Menengah Atas (MADRASAH
AfIYA) MADRASAH ALIYA PLUS SUNGAI TONANG Kecamatan
KAMPAR UTARA Kabupaten KAMPAR (2009-2012). Selanjutnya Tahun 2013
penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, di terima pada Fakultas SYARIAH DAN HUKUM Jurusan ILMU
HUKUM.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, Fakultas SYARIAH DAN HUKUM I, penulis melaksanakan
Program Pengdaman MAGANG di KANTOR PENGACARA DI
BANGKINANG Kabupaten BANGKINANG dari Bulan Januari-Februari.
Kemudlan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan LUBUK Kota
Kgcamatan LUBUK ROKAN HULU dari Bulan Juli-Agustus.

@ Selanjutnya puji syukur kehadirat Allah SWT, skripsi penulis dengan judul
“I?_VJPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PsMILIHAN UMUM PRESIEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN
UNIDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (”
dl@tUJw untuk dapat diujikan dalam sidang Munagasyah sebagal salah satu syarat
uq;uk memperoleh gelar Sarjana HUKUM (SH) pada Jurusan ILMU HUKU
F§<ultas SYARIAH DAN HUKUM Universitas Isam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau tanun 2019.
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